
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
PERATURAN DESA TEGALWATON 

NOMOR 07 TAHUN 2023 
 

TENTANG  
 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 
(APBDES) 

 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 PEMERINTAH DESA TEGALWATON 

KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 2023 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
KEPALA DESA TEGALWATON 

KABUPATEN SEMARANG 

 
PERATURAN DESA TEGALWATON 

NOMOR 07 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALWATON 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA TEGALWATON, 

 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka melaksanakan urusan  
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan 
untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan 

masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan 
desa; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan 
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri 
atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa 

sesuai kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan 
Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa setiap tahun 

dengan Peraturan Desa; 

 .   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun 
Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864) 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2023 tentang Rincian  Prioritas penggunaan 
Dana Desa; 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas 



Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963) 

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2018 Nomor 7); 

12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126); 

13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81); 

14. Peraturan Bupati  Semarang Nomor 82 Tahun 2023 

tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, 
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi 
Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 Nomor 82); 

15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran 
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan 

Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 830; 

16. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 

tentang  Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah 
Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 

2018 Nomor 3); 

17. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran 
Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran 

Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2); 

18. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran 
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 
2024 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2023 Nomor 
4). 

 
         Dengan Kesepakatan  Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON 

dan 

KEPALA DESA TEGALWATON 

MEMUTUSKAN : 
 



Menetapkan :  PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TEGALWATON TAHUN ANGGARAN 2024 

 

Pasal 1  
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan desa :         Rp.  2.061.772.000,00 

2. Belanja desa       :        

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp.  1.125.402.042,00 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  Rp.     804.693.000,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp.      104.170.700,00           

d. Bidang pemberdayaan masyarakat  Rp.       47.151.600,00 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat Dan Mendesak   Rp.     158.137.250,00  

 Jumlah Belanja         Rp.  2.239.554.592,00 

  Surplus / (Defisit)      Rp.   ( 177.782.592,00 ) 

 

3. Pembiayaan desa : 

a. Penerimaan Pembiayaan     Rp.      177.782.592,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan    Rp.                      0,00 

Selisih Pembiayaan ( a – b )     Rp.      177.782.592,00 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran  Rp.                      0,00 

          

Pasal 2 
 

Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun 

Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.  

 
Pasal 3 

 

Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala 

Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

 
Pasal 4 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan mendesak menggunakan anggaran belanja 

tak terduga. 

(2) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebelum Perubahan 

APBDesa. 

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal Desa dan tidak dapat diprediksi; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 



d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau 

permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal desa. 

Pasal 5 

Dalam hal terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun berjalan 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek 

belanja; dan 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan 

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa. 

 

          Pasal 6 
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini  dalam Lembaran Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten 

Semarang. 

Ditetapkan di  Tegalwaton 
pada tanggal 29 Desember 2023 

 
    KEPALA DESA TEGALWATON, 

 

 
 

   TRI WURYANTO 
 
Diundangkan di Tegalwaton 

pada tanggal 30 Desember 2023 
 
SEKRETARIS DESA TEGALWATON, 

 
 

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI 
LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2023 NOMOR 07 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


